
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

NO URAIAN REF ANGGARAN TA 2021 REALISASI TA 2021 (%i REALISASI TA 2020

1 PENDAPATAN 5.1.1
2 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.1.1.a.
3 Pendapatan Pajak Daerah 5.11.3.1) 21904.228.536,00 21502.687.952,00 98,17 25.915.030.836,60
4 Pendapatan Retribusi Daerah 5.1.1.a.2) 4.236.452.641,00 3.892.263.702,00 91,88 3.925.951041,00
5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.1.1.a.3) 3.589.138.852,00 3.620.139.483,05 100,86 3.713.283.438,82
6 Lain-lain PAD Yang Sah 5.1.1.a. 4) 25.900.080.462,00 29.576.756.012,29 114,20 39.150.834.653,46
7 JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) ( 3 s/d 6 ) 55.629.900.491,00 58.591.847.149,34 105,32 72.705.099.969,88
8 PENDAPATAN TRANSFER 5.1.1.b
9 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 5.1.1.b.1)

10 Bagi Hasil Pajak 5.1.1.b.1)a) 10.880.105.000,00 19.104.431834,00 175,59 12.026.986.643,00
11 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 5.1 Ib . 1 )b) 1.181241000,00 1969.775.086,00 166,75 889.154.509,00
12 Dana Alokasi Umum (DAU) 5.1.1.b.1)c) 592.544.535.000,00 592.544.535.000,00 100,00 598.579.576.000,00
13 Dana Alokasi Khusus (DAK) 5.1 Ib . 1 )d) 195.620.896.000,00 178.171473.309,00 91,08 176.898.454.962,00
14 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (10 s/d 13 ) 800.226.777.000,00 791.790.215.229,00 98,95 788.394.172.114,00
15 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 5.1.1.b.2)
16 Dana Insentif Daerah (DID) 16.224.752.000,00 16.224.752.000,00 100,00 0,00
17 Dana Desa 83.210.325.000,00 83.018.583.200,00 99,77 80.981051000,00
18 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (16 s/d 17 ) 99.435.077.000,00 99.243.335.200,00 99,81 80.981.051.000,00
19 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 5.1.lb.3)
20 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 5.1.1.b.3)a) 35.632.285.658,00 38.358.302.138,00 107,65 37.903.729.426,00
21 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya ( 20) 35.632.285.658,00 38.358.302.138,00 107,65 37.903.729.426,00
22 Bantuan Keuangan 5.1.1.b.4)
23 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya 5.1.1.b.4)a) 1450.000.000,00 1.450.000.000,00 100,00 2.000.000.000,00
24 Jumlah Bantuan Keuangan ( 23) 1.450.000.000,00 1.450.000.000,00 100,00 2.000.000.000,00
25 JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER (14 + 18 +21 + 24) 936.744.139.658,00 930.841.852.567,00 99,37 909.278.952.540,00
26 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 5.1.1.c
27 Pendapatan Hibah 5.11.C.1) 245.833.000,00 245.833.000,00 100,00 53.076.881242,00
28 Pendapatan Lainnya 5.1.1.c. 2) 47.964.078.540,00 46.498.566.316,00 96,94 0,00
29 Jumlah LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH ( 27 s/d 28 ) 48.209.911.540,00 46.744.399.316,00 96,96 53.076.881.242,00
30 TOTAL PENDAPATAN ( 7 + 25 +29 ) 1.040.583.951.689,00 1.036.178.099.032,34 99,58 1.035.060.933.751,88
31 BELANJA 5.1.2
32 BELANJA OPERASI 5.1.2.a
33 Belanja Pegawai 5.12. a.1) 408.999.031970,00 390.550.349.824,00 95,49 382.503.242.823,00
34 Belanja Barang dan Jasa 5.1.2.a.2) 287.409.173.442,00 273.701640.423,05 95,23 255.064.144.928,00
35 Belanja Hibah 5.1.2.a.3) 15.870.776.976,00 9.708.822.780,00 61,17 86.648.028.436,00
36 Belanja Bantuan Sosial 5.1.2.a.4) 0,00 0,00 #DIV/0! 91787.613,00
37 JUMLAH BELANJA OPERASI ( 33 s/d 36 ) 712.278.982.388,00 673.960.813.027,05 94,62 724.307.203.800,00
38 BELANJA MODAL 5.1.2.b
39 Belanja Modal Tanah 5.1.2.b.1) 697.580.000,00 268.086.000,00 38,43 260.682.480,00
40 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.1.2.b.2) 57.588.622.304,00 40.039.357.968,00 69,53 31.440.974.592,00
41 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.1.2.b.3) 58.724.698.608,00 44.443.593.900,00 75,68 44.732.208.750,00
42 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 5.1.2.b.4) 59.700.949.259,00 58.129.401560,00 97,37 62.999.967.291,00
43 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.1.2.b.5) 9.026.470.000,00 3.958.544.413,00 43,85 9.284.173.830,00
44 JUMLAH BELANJA MODAL ( 39 s/d 43 ) 185.738.320.171,00 146.838.983.841,00 79,06 148.718.006.943,00
45 BELANJA TAK TERDUGA
46 Belanja Tak Terduga 5.1.2.C 5.170.593.991,03 788.019.757,00 15,24 22.399.426.029,00
47 JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA (46) 5.170.593.991,03 788.019.757,00 15,24 22.399.426.029,00
48 TOTAL BELANJA (3 7 +  44+47) 903.187.896.550,03 821.587.816.625,05 90,97 895.424.636.772,00
49 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 5.1.2.d
50 Belanja Bagi Hasil 5.12. d.1) 2.614.068.118,00 1631157.694,48 62,40 0,00
51 Belanja Bantuan Keuangan 5.1.2.d.2) 153.544.943.493,00 153.353.301692,00 99,88 132.465.614.607,00
52 JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN ( 50 s/d 51) 156.159.011.611,00 154.984.459.386,48 99,25 132.465.614.607,00
53 TOTAL TRANSFER(51) 156.159.011.611,00 154.984.459.386,48 99,25 132.465.614.607,00
54 TOTAL BELANJA DAN TRANSFER ( 48 + 53) 1.059.346.908.161,03 976.572.276.011,53 92,19 1.027.890.251.379,00
55 SURPLUS/(DEFISIT) ( 30 -54) 5.13 (18.762.956.472,03) 59.605.823.020,81 (317,68) 7.170.682.372,88
56 PEMBIAYAAN
57 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 5.14
58 Penggunaan SiLPA 5.1.4.a 18.762.956.472,03 18.794.621733,72 100,17 11592.274.099,15
59 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN ( 58 ) 18.762.956.472,03 18.794.621.733,72 100,17 11.592.274.099,15
60 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.1.5
61 Penyertaan Modal/lnvestasi Pemerintah Daerah 5.1.5.a 0,00 0,00 0,00 0,00
62 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN ( 61) 0,00 0,00 0,00 0,00
63 PEMBIAYAAN NETTO ( 59 - 62 ) 5.1.6 18.762.956.472,03 18.794.621.733,72 100,17 11.592.274.099,15
64 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (55 + 63) 5.1.7 (0,00) _78.400.444.754,53 18.762.956.472,03

Bupati Mamuju,

AH SUHARDI, SH, M.Si

6



BADAN PEM ERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEM ERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 
tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah 
Kabupaten Mamuju yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi 
Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus 
Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta 
Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Mamuju bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar 
laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern 
yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik 
yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan 
berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar 
Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik 
BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan 
yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan panyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan 
pengungkapan laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan 
profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan 
keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan 
penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan 
penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk 
merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan 
untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten 
Mamuju. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan 
kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh 
Pemerintah Kabupaten Mamuju, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara 
keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai 
dasar untuk menyatakan opini BPK.
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Opini -

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, 
dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju tanggal 
31 Desember 2021, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, 
arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai 
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, 
BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intem dan kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem 
Pengendalian Intem dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan 
dalam Laporan Nomor 08.B/LHP/X1X.MAM/05/2022 tanggal 20 Mei 2022, yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Gowa, 20 Mei 2Q22
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